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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan: 

 
1. Keberadaan perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi dapat 

berpotensi mengatasi akar masalah penggunaan cara-cara illegal 

oleh Calon Jemaah Haji yang hendak menunaikan Ibadah. Cara 

illegal ini dilakukan karena terdapat salah satu faktor yakni masa 

tunggu pelaksanaan Ibadah Haji yang memakan waktu sangat lama 

dikarenakan kuota yang tidak dapat menampung kapasitas calon 

jamaah haji. Dalam hal menegakkan perlindungan Jemaah Haji 

peran Perwakilan Diplomatik Indonesia yakni dengan 

pendampingan dalam hal ini dilaksanakan oleh Konsulat Jenderal 

Republik Indonesia di Jeddah dengan melakukan pengecekan secara 

langsung kepada Jemaah Haji yang tertahan oleh otoritas Arab Saudi 

dan pengawalan pemulangan yang dilakukan oleh Satuan Tugas 

Haji Polri dan TNI terkait permasalahan keamanan serta hukum. 

2. Terdapat sejumlah kendala dalam hal perlindungan yang akan 

diberikan kepada         Jemaah Haji. Karena Jemaah Haji terkhususnya 

yang menggunakan visa        mujamalah berangkat tidak melalui PIHK 

yang terdaftar atau sudah tercatat dan terakreditasi sehingga kurang 
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terpantau oleh pemerintah Mengenai visa mujamalah sepenuhnya 

merupakan otoritas Arab Saudi sehingga dalam hal ini Indonesia 

tidak dapat mengintervensi kebijakan yang ditetapkan oleh Arab 

Saudi. 

 

B. Saran 
 

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan di bagian 

sebelumnya maka  diajukan saran-saran sebagai berikut : 

 
1. Perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai penggunaan visa 

mujamalah tidak hanya dari segi pengawasan namun juga 

pengaturan yang lebih terperinci sehingga tidak lagi terulang kasus 

mengenai Jemaah Haji yang di deportasi. 

2. Melakukan langkah-langkah pendekatan diplomasi dengan Arab 

Saudi mengenai transparansi visa mujamalah. Perlu adanya 

transparansi untuk mengatur visa mujamalah untuk melindungi 

Jemaah haji dan perbaikan tata kelola untuk membangun sistem 

penyelenggaraan ibadah haji. 

3. Diharapkan sinergitas antara penyelenggara maupun kerjasama 

lintas sektor dan kesadaran Jemaah Haji akan hak-hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku
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4. Perlu adanya kesadaran dari pemeluk agama mengenai arti 

peribadatan dalam hal menunaikannya sehingga tidak menempuh 

cara-cara illegal yang menyebabkan hilangnya makna dari 

beragama dan beribadah. 
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